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PENDAHULUAN 
Pembangunananasional merupakanaupaya yang 

berkesinambunganauntuk meningkatkan 

kesejahteraanamasayarakat. Dalamamelaksanakan 

pembangunanaserta pemerintahan Negara, 
pemerintahamembutuhkan danaa ayang diperoleh 

dariabeberapa sumber. Pembangunanasuatu Negara 

akanaberkembang danaberjalan denganabaik jika 

berbagai sumberdaya dikelola  dengan  baik  

sehingga  akan 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
adaapeningkatan pendapatananasional yangapada 

akhirnyaaaadigunakan untukamembiayai semua 

pengeluaranatermasuk pengeluaranapembangunan. 

Berbagai pendapatanaNegara yang salahasatunya 

berasal dariapenerimaan pajak, hal iniadikarenakan 

salah satuafungsi pajak adalahasebagai sumber 

pendapatanaatau budgetair yangadigunakan untuk 

membiayaiapengeluaran-pengeluaran suatuiNegara. 
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ABSTRAK 

Pengenaan pajak pada jasa konstruksi sangat diperhatikan karenaapenerimaan pajakapenghasilan (PPh) 

badanajasakonstruksiamerupakan salah satuapenerimaan pajak terbesarayang diperolehaNegara. Selain itu 

jasaakonstruksi menjadiasalah satu kegiatanadalam bidangaekonomi, sosial danabudaya yang 

mempunyaiaperan pentingadalam pencapaianaberbagai sasaranaguna menunjang keterwujudanatujuan 

pembangunananasional. Penelitian iniabertujuan untukamembantu pihakaperusahaan untukamenganalisa 
penerapanapemotongan, penyetoran, danapelaporan PPhaFinal dalamamenjalankan kegiatanausaha harus 

selalu beriringanadengan kewajiban perpajakan, termasukajuga usaha dalamabidang konstruksi yang 

sudahadiatur dalam PeraturanaPemerintah Nomor 51 tahuna2008. PP Nomor 40 tahun 2009 tentang 

PajakaPenghasilan AtasaPenghasilan dari UsahaaJasa Konstruksiasesuai denganaperaturan yangaberlaku. 

Sampel penelitianaini PPh Final masaaJanuari sampai denganaDesember 2021 sertaadata pendukung tahun 

2017, 2018, 2019, dan 2020. Dalamapenelitian ini menggunakan jenis dataaprimer dan data sekunder. 

Metodeapengumpulan dataayang digunakanaadalah melakukanawawancara, dokumentasi dan 

penelitianakepustakaan. Metodeaanalisis data dilakukanasecara deskriptifadengan pendekatan kualitatif. 

Hasilapenelitian menunjukkanabahwa PenerapanaPemotongan, Penyetoran, danaPelaporan PPhaFinal atas 

JasaaKonstruksi padaaPT. DanadipaaBertu Perkasa, Surabayaasudah sesuaiadengan ketentuanaperpajakan 

PajakaPenghasilan UUaNo. 36 Tahun 2008.  

Kata kunci: Jasa Konstruksi, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Final. 

 

 

Application of Withdrawal, Deposits and Reporting Final PPh on Contruction in PT Danadipa Bertu 

Perkasa Surabaya 

 

Abstract 

The imposition of taxes on construction services is very important because the income tax revenue (PPh) 

of construction service companies is a one of the largest tax revenues obtained by the State. Apart from 

that, services Construction is one of the activities in the economic, social and cultural fields which has an 

important role in the achievement of various support the realization of national development goals. This 

study aims to help the company to analyze implementation of withholding, depositing, and reporting Final 
PPh in carrying out business activities must always be in tandem with tax obligations, including as well as 

businesses in the construction sector which have been regulated in the Regulations Government Number 

51 of 2008 jo. PP Number 40 of 2009 concerning Taxes Income on Income from Construction Services 

Business. in accordance with the applicable regulation. The sample of this research is Final Income Tax 

for the period January to with December 2021 and supporting data for 2017, 2018, 2019, and 2020. In this 

study, researchers used the types of primary data and secondary data. The data collection method used is 

to conduct interviews, documentation and library research. The method of data analysis was carried out 

by descriptive with a qualitative approach. The results showed that Application of Withholding, Depositing, 

and Reporting Final Income Tax on Services Construction at PT. Danadipa Bertu Perkasa, Surabaya is in 

accordance with tax provisions Income Tax Law no. 36 of 2008. 

Key words: Contruction, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Final. 
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Pendapatanapajak dapat dijadikanaapenggerak 

kehidupanaaekonomi masyarakatamenyediakan 

berbagai prasarana. Dariapembayaran pajakamaka 

akan dihasilkanipembangunan Negaraiyang tumbuh 

secaraapesat didukung denganafasilitas umumiyang 

memadaiadan modernamelalui kemajuan teknologi.  
Berbagaiaperaturan maupunaundang-undang 

mengenai dasarapengenaan pajakapada segala 

bidangausaha dan jasaatelah diatur sedemikianirupa 

oleh pemerintahatak terkecuali jasaakonstruksi 

(Manuputty, 2018). Jasaakonstruksi 

berdasarkanaUndang-Undang RepublikaIndonesia 

Nomor 8aaTahun 1999 (Direktorat Jendral Pajak, 

n.d.) adalahaalayanan jasa konsultasiaa 

perencanaanaapekerjaan konstruksi, layananajasa 

pelaksanaanapekerjaan konstruksiadan layananajasa 

konsultasi pengawasanapekerjaan konstruksi. 
Pengenaanapajak pada jasaakonstruksi 

sangatadiperhatikan karenaapenerimaan pajak 

penghasilan (PPh) badan jasa konstruksi merupakan 

salah satu penerimaanapajak terbesar yang 

diperolehaNegara. Selain ituaajasa konstruksi 

menjadiasalah satu kegiatanaadalam bidang 

ekonomi, sosialadan budaya yangamempunyai 

peranapenting dalam pencapaianaberbagai sasaran 

gunaamenunjang keterwujudanaaaaatujuan 

pembangunananasional. 

Pekerjaanakonstruksi yangadilakukan suatu 

perusahaanamemerlukan jangkaawaktu yang cukup 
panjangaatau lebih dariasatu tahunapajak. Oleh 

karenaaitu kadangaperusahaan akanamenunggu 

prosesakonstruksi hinggaaselesai untukamengakui 

pendapatanasebagai unsurapenghasilan bruto atau 

perusahaanamenggunakan pendekatanaametode 

kontrakaselesai. Hal ini menyebabkanapenghasilan 

kena pajakatidak mencerminkanahasil usahaayang 

sebenarnya. Denganademikian pajak terutang 

perusahaanabukan merupakanahitungan dari 

penghasilanayang diterimaasesungguhnya. Karena 

hal ini, padaatahun 2000 PeraturanaPemerintah 
Nomora138 tentangaPerhitungan Penghasilan Kena 

Pajak danaPelunasan PajakaPenghasilan Dalam 

TahunaBerjalan. Pada peraturan tersebutadiatur 

bahwa labaabruto usaha dalamasuatu tahunapajak 

dihitungaberdasarkan metodeapersentase tingkat 

penyelesaianapekerjaan. Peraturan tersebutatelah 

diperbaharuiaadan dipertegas padaaaPeraturan 

PemerintahaNomor 40 tahun 2000 (Republik 

Indonesia, n.d.-a), akan tetapi banyakaperusahaan 

yangamengalami kesulitan dalam 

perhitunganaalokasi biaya danapersentase 

penyelesaianapekerjaan.  
Dalam rangkaamenyederhanakan pengenaan 

PajakaPenghasilan atas penghasilanadari usaha jasa 

konstruksiaadan memberikanaakemudahan serta 

mengurangiabeban administrasi bagiaWajib Pajak, 

Pada tahuna2008 pemerintahapun menerbitkan 

PeraturanaPemerintah nomor 51 Tahun 2008 

(Republik Indonesia, n.d.-b). Akan tetapi, 

Pengenaanapajak finalaaatas usahaajasa konstruksi 

iniamenimbulkan kritisadan protes dari wajibapajak 

(Butar, 2010). Hal iniadikarenakan pada 

PeraturanaPemerintah nomor 50 tahuna2008 

terdapataperbedaan sifatadan tarif yangadigunakan 

dalamaperhitungan pajakapenghasilan dariajasa 

konstruksi. Pengenaanapajak penghasilanajasa 
konstruksiabersifat finalauntuk semuaakualifikasi 

denganaatarif yangaditentukan. Peraturan ini 

dianggapamenimbulkan masalahakarena ketentuan 

ini berlakuasurut terhadap pajak-pajakayang sudah 

disetoradan dilaporkan untukaperiode 1 Januari 

2007 sedangkanaperaturan tersebut dikeluarkan 

padaabulan Juli 2008 (Sarjono, 2017). Pada 

akhirnyaaaapemerintah memutuskanaauntuk 

mempertegasadan menyesuaian kembaliadengan 

PeraturanaaPemerintah nomor 40 Tahun 2009 

denganaaadasar pertimbangan memberikan 
kemudahanaadalam pengenaanapajak dalam 

pengenaanapajak penghasilanaatas penghasilan dari 

usahaajasa konstruksiaserta menjagaaiklim sektor 

jasaakonstruksi tetapakondusif (Novitasari, 2012).   

Menurut (Rif’at, 2019) pengenaanapajak atas 

suatuapenghasilan dariausaha jasaakonstruksi 

dikenakanaPPh pasal 4 ayat (2) yangabersifat final, 

dikenakanaatas jenisajasa konstruksi, meliputi 

usahaaperencanaan jasaakonstruksi yangamemiliki 

kualifikasiausaha baik kecil, menengahadan besar 

dikenakanatarif sebesar 4%, sedangkanabagi usaha 

perencanaanajasa konstruksi yangatidak memiliki 
kualifikasiausaha dikenakanaatarif sebesar 6%. 

Untukaausaha pelaksanaaajasa konstruksi yang 

memilikiakualifikasi usahaakecil dikenakanatarif 

sebesar 2%, untukausaha yang memilikiakualifikasi 

menengahadan besaradikenakan tarifasebesar 3%, 

sedangkanauntuk usaha pelaksanaajasa konstruksi 

yang tidakamemiliki kualifikasiausaha dikenakan 

tarifasebesar 4%. Untuk usahaapengawas jasa 

konstruksiayang memilikiakualifikasi baik kecil, 

menengahamaupun besaradikenakan tarifasebesar 

4% dan untuk usaha pengawasajasa konstruksi 
yangaatidak memilikiakualifikasi usahaadikenakan 

tarif sebesara6%. Untuk usahaajasa konstruksi yang 

meliputiaa jasaa instalasi/pemasangan mesin, 

peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV 

kabel, dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 

2%. 

PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya 

merupakanaperusahaan yangabergerak dibidang 

konstruksi, rumah tinggal, tempat wisata, gudang, 

gedung dan sebagainya. Sebagaiaasalah satu 

perusahaanajasa konstruksiayang merupakanawajib 

pajakadan tidakaterlepas dari pembayaranapajak 
sertaamenjalankan perpajakanayang berlaku di 

Indonesia sepertiaperusahaan lainnya. PT Danadipa 

Bertu Perkasa Surabaya jugaamemiliki peran dalam 

prosesaperkembangan perekonomianaIndonesia 

sehinggaapentingnya mencermati penerapan 

akuntansiaperpajakan dalamausaha jasaakonstruksi 

telahasesuai atau tidakadengan peraturan yang 

berlaku. 
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Penelitiaan ini bertujuan untuk menganalisis 

perhitungan kewajiban PPh Final atas jasa 

konstruksi pada PT. Danadipa Bertu Perkasa, untuk 

menganalisis pelaporan kewajiban PPh Final atas 

jasa konstruksi pada PT. Danadipa Bertu Perkasa, 

dan untuk menganalisis kesesuaian implikasi 
kewajiban PPh Final atas jasa konstruksi pada PT. 

Danadipa Bertu Perkasa dengan peraturan yang 

berlaku. 

METODE 
Desainaapenelitian yang digunakanaadalam 

penelitianaini adalah metodeapenelitian deskriptif 

kualitatif. Dalamaapenelitian ini, peneliti 

menggunakanaametode penelitian deskriptif 

kualitatif. Penggunaanadesain penelitianadeskriptif 
kualitatifadalam penelitianaini dimaksudkanauntuk 

menganalisisaaimplementasi atasaapenerapan, 

pemotongan, penyetoran dan pelaporanaatas PPh 

Final pasal 4 ayat 2 pada PT. Danadipa Bertu 

Perkasa Surabaya. 

Penelitianadilaksanakan langsung di PT. 

Danadipa Bertu Perkasa Surabaya yang berada di 

jalan H.R Muhammad 175 Ruko Permata Surya inti 

Permata Blok C/18-19 Pradahkalikendal, Dukuh 

Pakis Surabaya. 

Teknikapengumpulan dataadilakukan dengan 
dokumentasiadan wawancara. Dokumentasiayakni 

pengumpulanadata yang dilakukanadengan jalan  

mengumpulkanadokumen-dokumenaaaperusahaan 

yang relevanadengan  masalahapenelitian yang 

akanadibahas seperti daftarabukti potong dan SPT. 

Wawancaraadilakukan denganawawancara secara 

langsungadengan pihak PT. Danadipa Bertu Perkasa 

Surabaya mengenaiapenerapan, pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan  atas PPh Pasal 4 ayat (2) 

atas Jasa Konstruksi. Wawancara dilakukanakepada 

pihakayang secaraalangsung 

melakukanaadministrasi perusahaanaberkaitan 
dengan PPhaPasal 4 Ayat (2) yaitu Ibu Shinta Dien 

Hapsari selaku Staff Pajak PT. Danadipa Bertu 

Perkasa Surabaya. Dan ibu Nur Anisa selaku bagian 

keuangan PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya. 

Teknikaanalisis data yangadigunakan dalam 

penulisan iniaadalah analisisadeskriptif. Adapun 

langkah-langkahnya adalahasebagai berikut: 

Pertamaamengumpulkan dataainformasi tentang 

PajakaPenghasilan FinalaPasal 4 ayat (2) atasajasa 

konstruksiapada pihak PT. Danadipa Bertu Perkasa 

Surabaya. Keduaamempelajari dan mengkaji 
informasiatentang PajakaPenghasilan FinalaPasal 4 

ayat (2) atasajasa konstruksiapihak PT. Danadipa 

Bertu Perkasa Surabaya. Ketigaamenguraikan 

penerapanapemotongan, penyetoran danapelaporan 

PajakaPenghasilan FinalaPasal 4 ayat (2) atas jasa 

konstruksi pihak PT. Danadipa Bertu Perkasa 

Surabaya. Dan keempatamembandingkan teknik 

penerapan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan 

yang dilakukan PT. Danadipa Bertu Perkasa 

Surabaya denganaPPh Final Pasala4aayat 2. 

HASIL 

PT Danadipa Bertu Perkasa sebagai perusahaan 

jasaakonstruksi adalahasubjek pajakapenghasilan 

badan, sehinggaaharus menjalankanakewajiban 

perpajakanasesuai denganaUU Perpajakan Nomor 

36 tahuna2008 tentngaPajak Penghasilanamengenai 

KewajibanaaaPajak Penghasilan Badan pada 
perusahaan, Peraturanapemerintah Nomor 40 Tahun 

2009 tentangaPajak Penghasilan atasaJasa 

Konstruksiaadan UU KUP nomor 20 Tahun 2007 

serta PMK nomor 153/PMK.03/2009 tentang Tata 

CaraaPembayaran danaPenyetoran Pajak. Sebagai 

salahasatu perusahaanayang menjadiaobjek pajak 

makaaPT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya 

memilikiakewajiban untukamembayar pajak. Salah 

satuapajak yang dibayarkan PT Danadipa Bertu 

Perkasa Surabaya berkaitanadengan PPh Final Pasal 

4 ayat (2) atas jasa konstruksi. Adapun 
beberapaakewajiban perusahaanasebagai wajib 

pajakaantara lain yaituakewajiban mendaftarkan 

diri, kewajibanauntuk memberiadata, kewajiban 

untukaaamelakukan pembayaran, pelaporan, 

pemungutanaaatau pemotongan pajak serta 

kewajibanapemeriksaan. Diantaraakewajiban wajib 

pajak terdapatakewajiban perusahaan untuk 

melakukan pembayaran, pelaporan, serta 

pemungutan atau pemotongan pajak, dimana hal 

tersebut harusasesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Berikut disajikanahasil analisisamengenai 

perbandinganaantara standar pemotongan, 
penyetoran danapelapoiran PPh Finalaatas Jasa 

Konstruksi denganaimplementasi pada PT Danadipa 

Bertu Perkasa Surabaya. 

a. Pemotongan PPh Final PT Danadipa Bertu 

Perkasa 

BerdasarkanaPMK (Peraturan Menteri 

Keuangan) RepublikaaIndonesia Nomor 

187/PMK.03/2008 tentang TataaCara Pemotongan, 

Penyetoran, Pelaporan, danaPenatausahaan Pajak 

Penghasilanaatas Penghasilan dariaUsaha Jasa 

Konstruksi, PPhafinal pasal 4 ayat (2) dipotong 
olehapengguna jasa pada saatapembayaran jika 

penggunaajasa merupakan pemotongapajak, atau 

dipotongadan disetor sendiriaoleh penyediaajasa 

jika penggunaajasa bukanamerupakan pemotong 

pajak. Pemotong pajakayang dimaksud yaituabadan 

pemerintah, subjekapajak badan dalamanegeri, BUT 

(Bentuk Usaha Tetap), maupunaorang pribadi yang 

dipilihaoleh Direktur JenderalaPajak sebagai 

pemotong pajakapenghasilan. Dengan demikian 

bendaharawana pemerintah atauaapimpinan 

proyek/pimpinanaakegiatan yang mengadakan 

pekerjaanaajasa konstruksi wajibamemotong pajak 
penghasilanapasal 4 ayat 2. 

PT Danadipa Bertu Perkasa sebagai salahasatu 

perusahaanajasa konstruksi telahamemiliki 

Sertifikat Badan Usaha yaitu SBU dengan nomor 0-

358-06-016 yangamenjadi buktiabahwa tanda bukti 

pengesahanaayang resmi terhadapaatingkatan 

kemampuanausaha yangamenyatakan klasifikasi 

danakualifikasi usahaaatau jenis pekerjaanayang 
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dapatadilakukan olehakontraktor yang merupakan 

subjekapajak. Jadi, dalamamenentukan tarifapajak 

yang sesuaiadengan tariff pajakayang berlaku, 

perusahaanahanya mengacuapada SertifikataBadan 

Usaha yangaadimiliki, dimana didalamnya 

menunjukanabahwa PT Danadipa Bertu Perkasa 
masuk dalamakualifikasi usahaamenengah besar 

yangadikenakan tariff pajak sebesar 3% dan sudah 

sesuai dengan tariff pajak yang berlaku. Setelah 

menentukanatarifaPPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa 

konstruksiayang akan digunakanauntuk perhitungan 

pajak. Makaanilai pajak penghasilanadihitung 

dengan caraatarif pajakadikalikan denganadasar 

pengenaanapajak dari usaha jasaakonstruksi. Hal ini 

telah dilakukan oleh PT Danadipa Bertu Perkasa 

sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Shinta Dien Hapsari selaku Staff Pajak PT. 
Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sebagai berikut. 

“PT Danadipa Bertu Perkasa termasuk 

perusahaan yang PPh Finalnya adalah 

sebesr 3% ya mbak karena perusahaan ini 

kan termasuk perusahaan menengah dan 

besar” 

 Hal tersebut juga didukung dengan hasil 

wawancara dengan Nur Anisa selaku bagian 

keuangan PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya 

sebagai berikut 

“kalau perusahaan mmbuat tagihan ke 

pihak owner biasanya tarifnya itu dasar 
pengenaan pajak atau dpp dikurangi pajak 

penghasilan final 3% lalu ditambahkan 

dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 

sebesar 10% mbak, tapi kalau perusahaan 

ke pihak luar biasanya dipotong sebesar 

2% tergantung kualifikasi 

perusahaannya,” 

Selain dibuktikan dengan hasil wawancara 

tersebut, bukti pengenaan tariff 3% untuk PPh Final 

PT Danadipa Bertu Perkasa juga dibuktikan dengan 

data agenda bukti potong PPh perusahaan yang 
menunjukan jumlah total pajak yang harus dibayar 

oleh PT Danadipa Bertu Perkasa, dimana dalam 

memotong jumlah besarnya tarif pajak penghasilan 

perusahaan mengacu pada PPh Pasal 4 ayat 2. 

Perusahaan telah secara konsisten memotong 

penghasilan yang diperolehnya sebesar 3% jumlah 

penghasilan yang diterima atas jasa konstruksi yang 

dilakukan. PT Danadipa Bertu Perkasa memiliki 

Sertifikat Bukti Usaha yang menunjukan bahwa 

perusahaan ini termasuk kualifikasi perusahaan 

menengah dan besar yang mengharuskan perusahaan 

membayarkan pajak sebesar 3% dari penghasilan 
yang diterima, hal ini telah dilakukan perusahaan 

dibuktikan dengan hasil wawancara serta data 

agenda bukti potong yang dimiliki oleh perusahaan. 

Selain itu perusahaan juga memiliki tanda bukti 

potong atas PPh yang diterimanya. 

 

 

b. Penyetoran PPh Final PT Danadipa Bertu 

Perkasa 

BerdasarkanaPMK (Peraturan Menteri 

Keuangan) RepublikaIndonesia  No. 

187/PMK.03/2008, tentangaTata CaraiPemotongan, 

Penyetoran, Pelaporan, dan PenatausahaanaPajak 

Penghasilanaatas Penghasilanadari Usaha Jasa 
Konstruksi, pajakapenghasilan finalapasal 4 ayat 

atasajasa konstruksiapenyetorannya dilakukanaoleh 

penggunaajasa apabila statusnyaabergerak sebagai 

pemotongapajak atau disetorasendiri oleh 

kontraktoraaselaku pemberi jasa. Untuk 

menyetorkanapajak penghasilanafinal pasal 4 ayat 2 

atas jasaakonstruksi memilikiabatas waktu yaitu 

palingalama harus dilakukanatanggal 10 di bulan 

berikutaaasetelah bulan terutangnya pajak 

penghasilanaapasal 4 ayat 2 dan tanggal 15 bulan 

berikutnyaaasesudah pembayaranaaditerima oleh 
pemberi jasa, dan pajakapenghasilan pasal 4 ayat 2 

yangasudah dipotongaselanjutnya disetorake kantor 

posaatau bank yangatelah ditunjukaoleh Menteri 

Keuangan, danapenyetoran dilakukanadengan 

menggunakanasurat setoran pajakadan satu surat 

setoranapajak dipakai saatapenyetoran seluruh 

pajakaapenghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa 

konstruksiaaayang  telah dipotong di bulanayang 

bersangkutan. Penyetoranapajak juga bisa 

dilakukanadengan menggunakanabukti potong 

lainnyaayang setara denganaSSP.  

PT Danadipa Bertu Perkasa sebagai pemberi 
dan penerima penghasilan dalam menyetorkan pajak 

penghasilannya dilakukan dengan menyetorkan 

sendri pajak penghasilan terutangnya sesuai dengan 

ketentuan batas waktu yang ditentukan atau 

dipotong langsung oleh pihak yang penggunakan 

jasa perusahaan. Perusahaan sudah menggunakan e-

billing dalam menyetorkan pajak penghasilannya 

dan disetorkan sejumlah pajak yang terhtang dan 

dilakukan selambat-lambatknya tanggal 10. Hal ini 

diketahui berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan Shinta Dien Hapsari selaku Staff 
Pajak PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sebagai 

berikut. 

“Kalau penyetoran PPh perusahaan 

menyetorkan sendiri secara online melalui 

bank mbak. Untuk waktu pembayarannya 

biasanya per tanggal 10 karena batas 

akhir pembayaran tanggal 10.” 

Hal tersebut juga didukung dengan hasil 

wawancara dengan Nur Anisa selaku bagian 

keuangan PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya 

sebagai berikut 

“Untuk penyetoran pajaknya biasanya 
pakai e-billing mbak, jadi bayar secara 

online. PT Danadipa juga gak pakai jasa 

perusahaan pemotong pajak, jadi 

ditentukan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar lalu dibayarkan sendiri.” 

 

PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya dalam 

menlakukan penyetoran pajak penghasilan dapat 
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dikatakan patuh, hal ini dibuktikan dengan ketepatan 

waktu pembayaran dan besarnya jumlah pajak yang 

harus dibayarkan. Hal ini juga dibuktikan dengan 

adanya bukti e-billing sebagai bukti penyetoran 

sejumlah uang pada kas Negara atas pajak 

penghasilan perusahaan. Berdasarkan hasil 
wawancara dan bukti setor yang dimiliki PT 

Danadipa Bertu Perkasa, dapat diketahui bahwa 

perusahaan telah menyetorkan sejumlah uang pad 

akas Negara sebagai bukti patuh atas pembayaran 

PPh pasal 4 ayat 2. 

c. Pelaporan PPh Final PT Danadipa Bertu 

Perkasa 

BerdasarkanaPMK (Peraturan Menteri 

Keuangan) RepublikaIndonesia No. 

153/PMK.03/2009, batasapelaporan pajak 

penghasilanapasal 4 ayat 2 atas jasaakonstruksi yaitu 
palingalama tanggal 20adi bulan berikut 

setelahadilakukan pemotonganapajak atau bulan 

penerimaanapembayaran atasajasa konstruksi dan 

dilaporkanalangsung atauadikirim lewat pos tertulis, 

namunakalau tanggal 20 ituabertepatan denganahari 

libur makaapelaporannya bisa dilakukanasaat hari 

kerja selanjutnya. Sesuai denganaPMK Nomor 

243/PMK.03/2014 tentang SurataPemberitahuan 

(SPT), pelaporanaapajak penghasilanafinal pasal 4 

ayat 2 untukapengguna jasaamaupun pemberiajasa 

harusamenggunakan formuliraSPT masaauntuk 

pajakapenghasilan final pasala4 ayat 2 dan 
dilampiriadengan buktiasetoran ke kasanegara 

danadisampaikan ke Kantor PelayananaPajak 

tempatapemotong terdaftar. Yang dimaksudadengan 

SPT Masaaadalah SPTayang digunakanauntuk 

melakukan pelaporanaaatas pembayaranapajak pada 

masaatertentu (bulanan). Untukamenghindari 

terkenaasanksi administrasi berupaadenda 

keterlambatanapelaporan, pemotong pajakaharus 

memperhatikanabatas waktuapelaporan SPT 

MasaaPPh Pasal final 4 ayat 2. Kelengkapan 

SPTaMasa PPhafinal pasala4 ayata2 juga harus 
diperhatikan, karenaaketika wajibapajak pemotong 

lupaaatau tidakateliti untukamembubuhkan tanda 

tanganadan melampirkan dokumenaa yang 

diperlukan, akanaberakibat SPTatersebut dianggap 

tidakadisampaikan. 

PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya dalam 

melaporkan pajak penghasilan finalnya selalu 

berupaya tepat waktu dimana perusahaan 

melaoprkan SPT masa paling lambat tanggal 20 di 

bulan berikutnya. Bahkan PT. Danadipa Bertu 

Perkasa Surabaya berupaya melaporkan PPh pasal 4 

ayau 2 atas jasa konstruksi yang dipotongkan 
sebagai salah satu bukti kepatuhan perusahaan 

dalam membayar pajak dengan dilaporkan langsung 

ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2009 dan PMK 

no 243/PMK.03/2014 bahwa SPT Masa PPh Pasal 4 

ayat 2 bersama dengan lampiran wajin dilaporkan 

langsung ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama 

tanggal 20 bulan berikutnya dan langsing dikirim 

melalui pos tertulis. PT. Danadipa Bertu Perkasa 

Surabaya tidak pernah terlambat dalam melaporkan 

SPT nya sehingga tidak mendapat denda 

administrasi berupa cas Rp 100.000,00 atas 

keterlambatan pelaporan. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan Shinta Dien 
Hapsari selaku Staff Pajak PT. Danadipa Bertu 

Perkasa Surabaya sebagai berikut. 

“Pelaporan dilakukan langsung ke KPP ya 

mbak. Untuk tanggalnya biasanya sebelum 

tanggal 20 di bulan setelahnya karena 

kalau terlambat ada denda 

administrasinya mbak.” 

Hal tersebut juga didukung dengan hasil 

wawancara dengan Nur Anisa selaku bagian 

keuangan PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya 

sebagai berikut 
“Pelaporan PPh biasanya sebelum 

tanggal 20 mbak. Itu dilaporkan langsunh 

ke KPP atau biasanya dikirim juga lewat 

pos. kalau tanggal 20 belum dilaporkan 

biasanya ada dendanya mbak jadi 

diusahakan gak terlambat untuk 

melaporkannya.” 

PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sudah 

patuh terhadap peraturan mengenai pelaporan PPh 

pasal 4 ayat 2 dimana perusahaan berupaya tidak 

terlambat dalam melaporkan PPh nya guna 

mencegah pengenaan sanksi administrasi atas 
keterlambatan pelaporan.  

PEMBAHASAN 
Berdasarkanahasil penelitianaaterhadap PT 

Danadipa Bertu Perkasa Surabaya, tentang Pajak 

penghasilanaatas penghasilanadari usahaajasa 

konstruksi, perusahaanaini telahamelakukan 

kewajibanaperpajakannya yaituapajak penghasilan 

finalapasal 4 ayat 2 jasaakonstruksi. Penerapan 

pajakapenghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa 
konstruksiaapada PT Danadipa Bertu Perkasa 

Surabaya dalamahal perhitunganadanapemotongan 

dianalisisadengan menggunakanadata SPM (Surat 

Perintah Membayar), dimana SPM menggambarkan 

jumlahanilai kontrak, pendapatanayang diterima 

perusahaan, banyaknyaapajak penghasilanafinal 

pasal 4 ayat 2 danapemotongan PPN keluaran. Di 

SPMaini jugaadisebutkan jenisapekerjaan apaayang 

dilakukanaperusahaan danapada tanggal berapa 

pendapatanatersebut diterima. Pendapatan PT 

Danadipa Bertu Perkasa Surabaya langsung dikenai 
tarif pajak yaitu 3% sesuai kualifikasiaperusahaan 

yangatermasuk pada kualifikasiausaha besar dan 

menengah. Dalamamemotong PPhafinal pasal 4 ayat 

2 atasausaha dari jasaakonstruksi dilaksanakan 

olehapenerima jasa padaaawaktu melakukan 

pembayaranaaapabila pengguna jasaaasebagai 

pemotongapajak, atau di potongasendiri oleh PT 

Danadipa Bertu Perkasa Surabaya jikaaapengguna 

jasa bukanapemotong pajak. Dilihatadari uraian 

tersebutamengenai pengenaanatarif, perhitungan, 

sertaapemotongan pajakapenghasilan finalayang 
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dilakukanaoleh PT Danadipa Bertu Perkasa 

Surabaya jikaadibandingkan denganaPeraturan 

PemerintahaNomor 40 Tahun 2009 danaPeraturan 

Menteri Keuangan Republik Nomor 

153/PMK.03/2009, makaadapat dikatakanadalam 

hal pengenaanatarif, perhitungan, serta pemotongan 
pajak penghasilanafinal jasaakonstruksi, PT 

Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sudah sesuai 

denganaketentuanayangaberlaku. 

Untukapenyetoran atas pajakapenghasilan yang 

mengacuapada PPh Pasal 4 ayat 2, penghasilan 

yangaditerima PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya 

sudahadipotong selanjutnya disetorake kantor 

posaatau bank yangatelah ditunjuk oleh 

MenteriaKeuangan. Untukapenyetoran pajak 

penghasilanafinal pasal 4aayat 2 PT Danadipa Bertu 

Perkasa Surabaya terkadangatidak menyetor 
pajakapenghasilan finalapasal 4 ayat 2akarena 

penggunaajasa mempunyaiastatus yaituapemotong 

pajak, makaapajak penghasilanadilunaskan lewat 

potonganapajak penghasilanadari penggunaajasa. 

Namunaapabila penggunaajasa tidakaberstatus 

sebagaiapemotong pajak, makaaPT Danadipa Bertu 

Perkasa Surabaya sebagaiapemberi danapenerima 

penghasilanaaaakan menyetor sendiriaaapajak 

penghasilanaterutangnyaasesuai denganaketentuan 

batas waktuayang ditentukan yaituapaling lambat 

tanggalaper tanggal 10 dimanaasistem pembayaran 

PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sudah 
dilakukanasecara online menggunakanasistem e-

billing. Dari uraianadiatas, jika dibandingkan 

denganaPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

2009 dan Peraturan MenteriaKeuangan Nomor 

153/PMK.03/2009, makaapenyetoran PPh final 

pasal 4 ayat 2 atas jasaakonstruksi yangadilakukan 

oleh PT Danadipa Bertu Perkasa Surabayaadapat 

dikatakan sudahasesuai denganaketentuan yang 

berlaku. 

Dalam halapelaporan pajakapenghasilan atas 

jasa konstruksi, PT Danadipa Bertu Perkasa 
Surabaya dalamamemenuhi kewajibanapelaporan 

pajak ini, sudahadilakukan sesuaiadengan aturan 

yangaberlaku yaitu palingalambat per tanggal 20 

pada bulanaberikutnya. Pelaporanayang dilakukan 

PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya dibuktikan 

denganaadanya buktiapenyampaian SPT yang 

diterimaaperusahaan. Hal iniajika dibandingkan 

denganaketentuan padaaPeraturan Pemerintah No. 

40 Tahun 2009 dan PMK (Peraturan Menteri 

Keuangan) No. 243/PMK.03/2014, bahwaaSPT 

MasaaPPh Pasal 4 ayat 2 bersamaadengan lampiran 

wajibadilaporkan ke KantoraPelayanan Pajak paling 
lamaatanggal 20 bulanaberikutnya dan 

langsungadikirim melalui pos tertulis. Tapiaapabila 

tanggala20 jatuh di harialibur, maka bisaa 

dilaporkan apada hari kerjaaselanjutnya. Jika tidak 

dilaporkana amaka akan diberikan sanksi 

administrasiaatau denda sebesar Rp100.000,00. 

Maka dapatadikatakan bahwaadalam melaporkan 

pajak penghasilan finalapasal 4 ayat 2, PT Danadipa 

Bertu Perkasa Surabayaaasudah sesuai dengan 

peraturanayang sudahaditetapkan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

penerapan atas PPh pasal 4 ayat 2 pada PT Danadipa 
Bertu Perkasa Surabaya, adapun simpulan dari hasil 

penelitian ini antara lain sebagai berikut: pertama 

pemotongan atas pajak penghasilan atas jasa 

konstruksi pada PT Danadipa Bertu Perkasa 

Surabaya dilakukan sebesar 3% karena perusahaan 

termasuk pada kualifikasi perusahaan sedang dan 

menengah, hal ini sudah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Kedua penyetoran atas pajak 

penghasilan atas jasa konstruksi pada PT Danadipa 

Bertu Perkasa Surabaya dilakukan paling lambat 

tanggal 10 agar perusahaan tidak terkena sanksi 
administrasi, hal ini sudah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Ketiga pelaporan atas pajak 

penghasilan atas jasa konstruksi pada PT Danadipa 

Bertu Perkasa Surabaya dilakukan paling lambat 

tanggal 20 bulan berikutnya dan ditunjukan dengan 

bukti penyampaian SPT yang dimiliki perusahaan, 

hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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